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ABSTRAK
YUSHELFA ADHRIYANTI,	PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
2016	OLEH ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT (Suatu
Penelitian di POLRESTA Banda Aceh)
(v,57 ), pp, tabl, bibl.
(Nurhafifah, S.H. M. Hum)
Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur sanksi terhadap
pelakunya yaitu : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu
lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama
5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun dalam kenyataannya ada kasus
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat yang dilakukan oleh anak.
Penulisan skripsi ini bertujuan menjelaskan pertanggung jawaban pidana anak dalam kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan
korban luka berat, hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam
menyelesaikan kasus kecelakaan yang dilakukan oleh anak. 
Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh secara yuridis empiris yaitu menggunakan metode penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku para ahli, karangan
ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penelitian lapangan
dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertanggung jawaban pidana oleh anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan korban luka berat melalui tindakan restorative justice, yang menjauhkan anak dari pemidanaan serta mencapai hasil
perdamaian antar kedua belah pihak. Sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga beralih
tanggung jawab si anak kepada orang tuanya dalam hal pemberian ganti kerugian (restitusi) kepada pihak korban. Faktor yang
menjadi penghambat pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan yang ditimbulkan oleh anak ialah dari pihak orangtua
yang membela anaknya secara berlebihan pada saat proses penyidikan , anak merasa takut saat dilakukan penyidikan oleh pihak
kepolisian, dan dari pihak korban yang meminta ganti kerugian dengan nilai yang jumlahnya relatif tinggi. Upaya kepolisian dalam
menyelesaikan kasus kecelakaan yang ditimbulkan oleh anak ialah dengan cara Diversi dan ADR (Alternative Dispute Resolution)
yang berkonsep Restorative Justice , serta SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang merupakan diskresi dari kepolisian.
Disarankan kepada Anak agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Orangtua agar lebih memperhatikan dan mengawasi
anaknya. Pihak kepolisian agar bersikap lebih ramah kepada anak serta berperan aktif tidak hanya dalam tugasnya sebagai penyidik,
namun juga penengah dalam proses mediasi agar terciptanya perdamaian antar kedua belah pihak.
